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[bookmark: _TOC_250026]BAB I PENDAHULUAN
1.1 [bookmark: _TOC_250025]Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi pajak merupakan proses pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mengelola pajak, sehingga daerah memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola sumber pendapatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat akuntabilitas pemeintah daerah.
Dalam melaporkan pajaknya para para wajib pajak seringkali menghadapi kendala yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh wajib pajak anatara lain yaitu proses yang rumit dan memakan waktu, antrian panjang di kantor Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), biaya transportasi dan administrasi yang mengakibatkan wajib pajak cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut. Kendala-kendala ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan adanya kendala-kendala tersebut dalam mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mereformasi sistem pelaporan pajak yang sebelumnya berupa penyampaian SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) secara manual dengan mendatangi langsung kantor Bapenda, sekarang
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pemerintah memberikan fasilitas berupa aplikasi berbasis website untuk pelaporan pajak secara online yang bernama E-SPTPD (Elektronik Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah). Untuk mempermudah mengurus pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan digital berbasis online bisa menjadi solusi.
E-SPTPD merupakan inovasi yang mempermudah proses pelaporan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, inovasi ini dikembangkan oleh Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, harapannya wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajibannya dengan sarana pelayanan pajak yang menganut self assessment system. Self assement system merupakan hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. Dengan ini sistem pelaporan pajak secara online (E-SPTPD) juga merupakan solusi bagi para wajib pajak dalam pembayaran pajak secara online. Terdapat layanan yang disediakan oleh E- SPTPD, yaitu pelaporan pajak. E-SPTPD dapat diakses oleh para wajib pajak dimanapun dan kapanpun dengan mudah dengan cara menggunakan smartphone, laptop, komputer, atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet.
Semenjak diberlakukannya sistem online pajak daerah, pelaporan SPTPD di Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan secara online melalui website https://pajakonline.kukarkab.go.id/. Berikut ini daftar tingkat kepatuhan wajib pajak
orang pribadi dalam pelaporan E-SPTPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan E-SPTPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

	NO.
	JENIS PAJAK
	2021
	2022
	2023

	1
	Pajak Hotel
	60%
	68%
	70%

	2
	Pajak Restoran
	21%
	20%
	19%

	3
	Pajak Hiburan
	24%
	43%
	36%

	4
	Pajak Reklame
	26%
	28%
	25%

	5
	Pajak Parkir
	33%
	50%
	50%


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Berdasarkan tabel data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2021 sampai tahun 2023, penerimaan paling kecil adalah dari pajak restoran.
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Orang Pribadi Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

	Tahun Pajak
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
	Jumlah Wajib Pajak Yang Lapor Menggunakan
E-SPTPD
	Jumlah Wajib Pajak Yang Lapor Manual
	Presentase Kepatuhan Wajib Pajak

	2021
	656
	136
	29
	21%

	2022
	667
	132
	25
	20%

	2023
	691
	129
	19
	19%


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2024
Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan, akan tetapi untuk tingkat kepatuhan mengalami penurunan. Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Badan Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat sebanyak 397 wajib pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan E-SPTPD. Dari banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara yang menggunakan manual sebanyak 73. Oleh karena itu, wajib pajak berpendapat bahwasanya penggunaan E-SPTPD ini merupakan solusi yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dari pada sistem manual. Melihat dari


fenomena ini, penulis memutuskan untuk memfokuskan objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.
Kepatuhan perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku. Untuk mengetahui apakah wajib pajak patuh dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, serta membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan kepatuhan perpajakan mengandung arti usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan sebaik- baiknya, dari memenuhi kewajiban hingga melaksanakan hak perpajakannya.
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah, salah satunya adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus melibatkan sikap dan tindakan petugas pajak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Petugas pajak dianggap berkualitas jika mereka memberikan informasi perpajakan yang akurat, termasuk prosedur pelaporan, perhitungan dan pembayaran, serta mematuhi aturan yang berlaku. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Riani (2019) dan Aditya (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakuakan oleh Indriani et al. (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini


dikarenakan pelayanan petugas pajak belum efisien untuk menarik perhatian wajib pajak, sehingga kurangnya minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di badan pendapatan daerah kutai kartanegara.
Penelitian yang dilakukan oleh Estiyanti et al., (2019) dan Wardani et al., (2021) menunjukkan bahwa pelaporan pajak secara online melalui E-SPTPD berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengidikasikan bahwa dengan adanya sistem perpajakan online akan memudahkan wajib pajak dalam pengisian serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dengan menambahkan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen, serta terdapat perbedaan objek, jika penelitian sebelumnya di Jawa maka penelitian ini di Kutai Kartanegara.
Berdasarkan penelitian terdahulu serta adanya fenomena belum terciptanya sebuah kepatuhan wajib pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penggunaan E- SPTPD dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di badan pendapatan daerah Kutai Kartanegara.
1.2 [bookmark: _TOC_250024]Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan E-SPTPD terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.3 [bookmark: _TOC_250023]Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penggunaan E-SPTPD terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.4 [bookmark: _TOC_250022]Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa teori yang digunakan dapat memperkuat adanya hubungan terhadap variabel yang terkait. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan pelaporan pajak bagi para wajib pajak.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah, harapannya bisa menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pelaporan SPTPD dengan menggunakan sistem online.


[bookmark: _TOC_250021]BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _TOC_250020]Landasan Teori

2.1.1 [bookmark: _TOC_250019]Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989). Teori ini menjelaskan mengenai penggunaan dan pemahaman untuk menerima suatu teknologi oleh individu. Penerimaan suatu teknologi dipengaruhi baik oleh persepsi maupun reaksi pengguna teknologi itu sendiri. Tolak ukur suatu penerimaan suatu teknologi yaitu persepsi pengguna mengenai kebermanfaatan serta kemudahan penggunaan teknologi tersebut.
Teori TAM berasumsi bahwa niat seseorang untuk menggunakan teknologi ditentukan oleh dua variabel utama:
a. Persepsi kemanfaatan (perpceived usefulness) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya.
b. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi itu mudah dan bebas dari usaha yang berlebihan.
Dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap persepsi kemudahan dalam penggunaan yang dapat memberikan gambaran tentang penerimaan sebuah sistem teknologi yang digunakan oleh pengguna, yaitu sistem teknologi yang dimaksud ialah E-SPTPD sedangkan untuk pengguna teknologi yaitu wajib pajak. Kaitan dengan
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teori TAM, pada penelitian ini ialah menjelaskan bahwa penggunaan teknologi akan mempengaruhi sikap para pengguna yakni menjadi patuh ataupun tidak patuh para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila E-SPTPD mudah untuk dipahami dan mudah digunakan oleh para wajib pajak dalam pelaporan pajaknya, hal tersebut akan membuat para wajib pajak menggunakan E-SPTPD secara terus-menerus sehingga meningkatkan kepatuhan. Begitupun sebaliknya, apabila E-SPTPD tidak dapat diterima dan sulit dipahami oleh para wajib pajak, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak.
2.1.2 [bookmark: _TOC_250018]Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior atau Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan tentang perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh niat pribadi untuk melakukan tindakan tersebut, dengan indikasi seberapa besar keinginan seseorang untuk melakukan, seberapa besar upaya yang telah direncanakan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan tingkah laku, dampak, serta mengevaluasi hasil, lalu membuat sebuah keputusan apakah akan bertindak kembali atau tidak. Menurut Ajzen (1991) bahwa kinerja perilaku dipengaruhi oleh niat individu ketika ingin terlibat dalam suatu perilaku.
Perilaku terencana muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku, dan niat tersebut bergantung oleh tiga faktor, yaitu:
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a Faktor keyakinan normatif (normative beliefs) adalah keyakinan mengenai harapan orang lain dan suatu motivasi untuk mematuhi harapan tersebut.
b Faktor keyakinan perilaku (behavioral beliefs) adalah keyakinan tentang hasil dari perilaku dan mengevaluasi hasil yang didapat.
c Faktor keyakinan kontrol (control beliefs) adalah keyakinan tentang suatu hal yang dapat mendorong atau bahkan menghambat perilaku.
Teori perilaku terencana sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena niat yang dimiliki wajib pajak orang pribadi akan memengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidak patuhnya wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap faktor keyakinan perilaku (behavioral beliefs) yang yang dapat memberikan keyakinan terhadap faktor-faktor yang dapat mempermudah atau dapat menghambat dirinya dalam melakukan suatu perilaku. Jika pelayanan fiskus menyediakan informasi yang jelas dan aksesbilitas yang baik, maka hal tersebut akan membuat para wajib pajak akan merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan Self Assesment System. Sistem ini sepenuhnya dilakukan oleh para Wajib Pajak untuk dapat mendaftarkan diri, menghitung pajak, menghitung pajak terutang, melaporkan serta membayarkan pajaknya secara mandiri. Menurut Ermawati et al., (2022)


kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam situasi pada saat wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa paksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati et al., (2022) adalah sebagai berikut:
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Bapenda

2. Kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu

3. Kepatuhan dalam menghitung pajak yang terutang dengan benar

4. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan dan jadwal

5. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak jika ada

Menurut Sidauruk et al., (2024) Wajib pajak patuh adalah individu atau entitas yang secara konsisten memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ini mencakup pelaporan pendapatan secara jujur, perhitungan pajak yang akurat, dan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, wajib pajak patuh jugamengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan, seperti pendaftaran yang benar, penyampaian dokumen dan formulir yang diperlukan, serta mengikuti aturan terkait pemotongan dan penyetoran pajak.


Menurut Sidauruk et al., (2024) Kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua kategori utama: formal dan material. Kepatuhan perpajakan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak sesuai jadwal, dan penyampaian dokumen yang diperlukan kepada otoritas pajak. Ini menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan administrasi pajak yang rapi. Sementara itu, kepatuhan perpajakan material lebih fokus pada pemenuhan kewajiban substansi, yaitu memastikan bahwa semua pendapatan dilaporkan secara akurat, penghitungan pajak dilakukan dengan benar, dan pajak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan material menekankan pada kejujuran dan ketepatan dalam perhitungan serta pelaporan pajak yang mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya. Kedua aspek ini saling melengkapi dan krusial untuk memastikan integritas dan efisiensi sistem perpajakan.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sidauruk et al., (2024) adalah sebagai berikut:
1. Ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Bapenda

2. Kepatuhan dalam melaporkan pajaknya tepat waktu

3. Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak terutang secara benar

4. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan

5. Kepatuhan	dalam	melunasi	tunggakan	pajak	jika	memiliki	kekurangan pembayaran


2.1.4 Penggunaan E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik)
E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan hasil pengembangan sarana para Wajib Pajak untuk mendaftarkan, melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerahnya secara online dan dapat dilakukan dimana saja. Sebelum penggunaan sistem E-SPTPD ini para Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya di Kutai Kartanegara dilakukan secara manual. Diantaranya Pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Menurut Wardani et al., (2021) Aplikasi e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) merupakan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak daerah untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan E- SPTPD berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al., (2021) adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan wajib pajak terkait penggunaan E-SPTPD

2. Memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak

3. Kemudahan dalam pengisian SPTPD

4. Efektifitas d waktu dalam melaporkan pajak

5. Efisiensi biaya, serta tenaga dalam melaporkan pajak

Menurut Setiawan et al., (2020) E-SPTPD merupakan sistem yang dibuat untuk pelaporan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak air tanah, pajak hiburan,


pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet dan pajak parkir secara online, tujuannya agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Sistem ini juga digunakan untuk melihat tunggakan dan ketetapan tagihan yang masih harus dibayar.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penggunaan E- SPTPD berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sertiawan et al., (2020) adalah sebagai berikut:
1. Kemudahan dan keunggulan pemberlakuan sistem pajak online

2. Respon dan kesiapan wajib pajak terhadap sistem pajak online

2.1.5 [bookmark: _TOC_250017]Kualitas Pelayanan Fiskus

Fiskus adalah istilah yang merujuk pada otoritas atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Dalam konteks ini, fiskus berperan sebagai pengumpul pendapatan negara melalui pajak yang dibayarkan oleh individu dan badan usaha. Kualitas pelayanan fiskus merujuk pada seberapa baik layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan responsivitas. Kualitas ini berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan.
Menurut Indriani et al., (2023) Kualitas pelayanan pada sector perpajakan dapat diartikan sebagai pelyanan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada para wajib pajak untuk membantu para wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan fiskus berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al., (2023) adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan petugas pajak dalam memberikan informasi perpajakan

2. Pelayanan petugas pajak membantu pelaporan pajak

3. Pelayanan petugas pajak dalam menjelaskan prosedur perpajakan

4. Pelayanan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan

5. Pelayanan petugas pajak membantu pembayaran pajak

Menurut Aditya, (2022) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan dari fiskus terhadap wajib pajak harus ditingkatkan oleh otoritas pajak. Apabila pelayanan fiskus dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa puas dengan kualitas fiskus tersebut, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas pelayanan fiskus berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya, (2022) adalah sebagai berikut:
1. Seberapa cepat dan tepat petugas fiskus dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak
2. Seberapa baik pengetahuan petugas fiskus dalam menjelaskan prosedur dan aturan perpajakan


3. Kesopanan, keramahan, dan profesionalitas petugas pajak saat melayani

4. Fasilitas pelayanan (seperti ruang tunggu, informasi terpadu, kenyamanan pelayanan)
5. Konsistensi dalam kualitas dan prosedur layanan dari waktu ke waktu

2.2 [bookmark: _TOC_250016]Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu untuk mempermudah selama proses penelitian. Berikut ini penulis sajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Riani (2019)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Aplikasi E-System Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
	Penelitian ini berhasil membuktikan	kualitas pelayanan fiskus dan penerapan aplikasi e-system pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  pada  KPP
Pratama Surabaya Gubeng.

	2
	Estiayanti et al., (2019)
	Pengaruh	Efektivitas Penggunaan		Sistem Perpajakan Online Pada Kepatuhan Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Bandung
	Penelitian ini berhasil membuktikan	bahwa efektivitas penggunaan sistem perpajakan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak daerah Kabupaten Badung.

	3
	Supriatiningsih	et	al. (2020)
	Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi
	Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa e-spt dan e-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman	internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan   wajib   pajak
orang


Sumber : Data Diolah, 2025







Tabel 2.1 Sambungan

	4
	Wardani et al., (2021)
	Pengaruh Aplikasi E-SPTPD Dalam Pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepuasan Wajib pajak sebagai Variabel Moderasi
	Penelitian ini berhasil menunjukkan aplikasi E- SPTPD mempunyai hubungan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepuasan sebagai variabel. Moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh aplikasi E-SPTPD terhadap kepatuhan
wajib pajak

	5
	Aditya (2022)
	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening
	Penelitian ini berhasil menbuktikan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepuasan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi

	6
	Indriani et al., (2023)
	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh		signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bukittinggi.	sedangkan Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kota Bukit Tinggi

	7
	Sinuhaji et al., (2024)
	Pengaruh	Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi
	Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa baik pemahaman tentang pajak maupun digitalisasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber : Data Diolah, 2025


2.3 [bookmark: _TOC_250015]Kerangka Konseptual
Technology Acceptance Model
Control Beliefs
Behavioral Beliefs
Normative Beliefs
Theory of Planned Behavior
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kualitas Pelayanan Fiskus
Penggunaan E-SPTPD
Perceived Ease of Use
Perceived Usefulness


Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber : Data Diolah, 2025
2.4 [bookmark: _TOC_250014]Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penggunaan E-SPTPD Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan diterimanya suatu teknologi dilihat dari apakah teknologi tersebut dapat memberikan manfaat dan kemudahan kepada pengguna. Penggunaan E-SPTPD memiliki tujuan untuk  dapat  mempermudah  para  wajib  pajak  untuk  melaporkan  kewajiban


perpajakannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya. Jika sistem E-SPTPD mudah dipahami dan digunakan bagi para wajib pajak, akan membuat para wajib pajak merasa puas dan menggunakan sistem tersebut secara berkala tanpa terjadi kesalahan, karena telah dikuasai dengan baik oleh para wajib pajak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa penggunaan sistem E-SPTPD dapat mempermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan membuat para wajib pajak merasa puas dengan penggunaan E-SPTPD.
Penelitian yang dilakukan oleh Estiyanti et al., (2019) dan Wardani et al., (2021) berhasil membuktikan penggunaan E-SPTPD berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan sistem secara online, para wajib pajak memiliki kemudahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak dapat mengajukan pajaknya dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H1: Penggunaan E-SPTPD berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi
2.4.2 Pengaruh Kuliatas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
Berdasarkan Theory Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa suatu perilaku terencana muncul disebabkan oleh adana niat untuk berperilaku. Niat wajib pajak akan mempengaruhi secara langsung terhadap tingkat patuh atau tidaknya


seorang wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Dalam hal ini Jika wajib pajak merasa bahwa pelayanan yang mereka terima dari fiskus adalah responsif, informatif, dan membantu, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pelaporan dan pembayaran pajak. Sikap positif ini dapat meningkatkan niat untuk patuh.
Kualitas pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam pemberian pelayanan sebagai standar pelayanan yang baik. Dalam hal ini kualitas pada dasarnya berhubungan dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara pegawai melayani masyarakat atau wajib pajak dengan hasil yang memuaskan. Pelayanan dikatakan baik jika pegawai melayani setiap saat, akurat dan memuaskan, bersikap sopan, ramah, suka menolong dan profesional.
Penelitian yang dilakukan oleh Riani (2019) dan Aditya (2022) berhasil membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak dianggap berkualitas jika mereka memberikan informasi perpajakan yang akurat, termasuk prosedur pelaporan, perhitungan dan pembayaran, serta mematuhi aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H2: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil hipotesis diatas, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
Penggunan
E-SPTPD (X1)
H1
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)
H2


Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber : Data Diolah, 2025


[bookmark: _TOC_250013]BAB III METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _TOC_250012]Definisi Operasional

3.1.1 [bookmark: _TOC_250011]Variabel Independen

3.1.1.1 Penggunaan E-SPTPD (X1)

E-SPTPD merupakan teknologi baru yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para Wajib Pajak daerah untuk mempermudah proses administrasi pelaporan wajib pajak daerah. Dengan adanya teknologi ini para wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan pajaknya kapan saja dan dimana saja. Hanya memerlukan pengetahuan dari wajib pajak mengenai teknologi tersebut, perangkat hardware yang mendukung seperti handphone atau laptop, serta jaringan dengan koneksi yang baik. Dalam segi wajib pajak adanya teknologi ini sangat membantu dalam hal pelaporan pajaknya.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al., (2021), indikator penggunaan E-SPTPD yang disesuaikan dengan penelitian ini sebagai berikut:
1) Pengetahuan wajib pajak terkait penggunaan E-SPTPD

2) Memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak

3) Kemudahan dalam pengisisan SPTPD

4) Efektifitas waktu dalam melaporkan pajak

5) Efisiensi biaya, serta tenaga dalam melaporkan pajak
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3.1.2.1 Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)

Fiskus merujuk kepada peran serta tanggung jawab yang kerjakan oleh aparat pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu tujuan adanya fiskus antara lain untuk memungut pajak secara efisien dan efektif. Adapun beberapa indikator untuk variabel kualitas pelayanan fiskus menurut Indriani et al., (2023) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini sebagai berikut:
1) Pelayanan petugas pajak dalam memberikan informasi perpajakan

2) Pelayanan petugas pajak membantu pelaporan pajak

3) Pelayanan petugas pajak dalam menjelaskan prosedur perpajakan

4) Pelayanan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan

5) Pelayanan petugas pajak membantu pembayaran pajak

3.1.2. Variabel Dependen (Y)

Pada penelitian ini, variabel dependen atau terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kondisi wajib pajak telah memenuhi kewajiban serta hak perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di penelitian ini merupakan semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya melalui E-SPTPD. Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak menurut menurut Sidauruk et al., (2024) yang telah disesuaikan dengan penelitian ini sebagai berikut:
1) Ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Bapenda
23



2) Kepatuhan dalam melaporkan pajaknya tepat waktu

3) Kepatuhan dalam menghitung jumlah pajak terutang secara benar

4) Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan

5) Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak

Berikut ringkasan definisi operasional yang telah disesuaikan dengan penelitian

ini:

Tabel 3.1 Definisi Opresional Variabel

	NO
	VARIABEL
	INDIKATOR
	PERNYATAAN

	1
	Penggunaan E-SPTPD
	1) Pengetahuan wajib pajak terkait penggunaan E- SPTPD
2) Memudahkan wajib pajak dalam pelaporan pajak
3) Kemudahan	dalam pengisisan SPTPD
4) Efektiftas	waktu	dalam pelaporkan pajak
5) Efisiensi biaya, serta tenaga
dalam pelaporkan pajak
	1

	
	(X1)
	
	

	
	
	
	2

	
	
	
	3

	
	
	
	4

	
	
	
	5

	
	Kualitas	Pelayanan
	1) Pelayanan petugas pajak dalam	memberikan informasi perpajakan
2) Pelayanan petugas pajak membantu pelaporan pajak
3) Pelayanan petugas pajak dalam menjelaskan prosedur perpajakan
4) Pelayanan dan kecepatan petugas dalam memberikan layanan
5) Pelayanan  petugas  pajak
membantu pembayaran pajak
	1

	
	Fiskus (X2)
	
	

	
	
	
	2

	
	
	
	3

	
	
	
	
4

	
	
	
	
5


Sumber : Data Diolah, 2025


Tabel 3.1 Sambungan

	3
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	1) Ketaatan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Bapenda
2) Kepatuhan	dalam melaporkan pajaknya tepat waktu
3) Kepatuhan	dalam menghitung jumlah pajak terutang secara benar
4) Kepatuhan	dalam membayar pajak sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan
5) Kepatuhan dalam melunasi tunggakan pajak
	1


2


3


4



5


Sumber : Data Diolah, 2025

3.2 [bookmark: _TOC_250010]Populasi dan Sampel

3.2.1 [bookmark: _TOC_250009]Populasi

Populasi merupakan semua objek yang mencakup kualitas dan karateristik tertentu baik terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala. Menurut Sugiyono (2023) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas serta karaterisktik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para wajib pajak restoran yang terdaftar dan yang telah menggunakan E-SPTPD di Badan Pendapatan Dareah Kutai Kartanegara. Berdasarkan data yang diperoleh populasi dalam penelitian ini berjumlah 397. dari total jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan E-SPTPD pada tahun 2021-2023.


3.2.2 [bookmark: _TOC_250008]Sampel

Menurut Sugiyono (2023) sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang memiliki sifat serta karateristik yang sama yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria serta pertimbangan tertentu. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini ialah para wajib pajak restoran yang terdaftar dan yang pernah menggunakan E-SPTPD di Badan Pendapatan Dareah Kutai Kartanegara.
Untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan rumus Slovin untuk mengukurnya:

n =		𝑁 1+𝑁𝑒2

Keterangan:

n = Ukuran Sampel
N = Total Populasi Penelitian
e = Signifikasi Kelonggaran Karena Kesalahan Pengambilan Sampel Yang Dapat Di Tolerir (10% = 0,10)
Berdasarkan data tingkat kepatuhan wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara selama tahun 2021-2023 jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar dan pernah menggunakan E-SPTPD berjumlah 397. Jumlah pada populasi ini  termasuk  besar.  Oleh  karena  itu,  toleransi  kesalahan  pada penelitian  ini


menggunakan 10% (0,10). Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini digunakan rumus slovin sebagai berikut:

n =	397
1+397(0,10)2

= 79,8


Pada perhitungan rumus Slovin telah didapatkan sebesar 79,8 jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini, dengan ini jumlah sampel akan dibulatkan menjadi 80 responden.
3.3 [bookmark: _TOC_250007]Jenis dan Sumber Data

3.3.1 [bookmark: _TOC_250006]Jenis Data

Jenis data yang yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang data nya disajikan dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini yaitu data wajib pajak yang memenuhi syarat di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.
3.3.2 [bookmark: _TOC_250005]Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2023) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini melalui survei yang dilakukan bantuan kuisioner dan akan diisi oleh wajib pajak restoran orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara.


3.4 [bookmark: _TOC_250004]Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner dengan memberikan pernyataan langsung pada responden, melalui google form untuk ditanggapi. Kemudian angka dari tiap pernyataan pada kuisioner yang sudah ditanggapi akan digambarkan dalam bentuk angka, pada skor 1- 5 dengan menggunakan skala likert. Setelah mendapatkan angka maka akan diolah dan diuji.
Tabel 3.2 Skala Likert

	Kriteria Penilaian
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	5

	Setuju (S)
	4

	Netral (N)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


Sumber: Sugiyono (2023)

3.5 [bookmark: _TOC_250003]Alat Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan alat analisis Partial Least Squares-Structural Equation Model. Analisis SEM-PLS adalah metode analisis yang memungkinkan untuk menganalisis variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Analisis SEM-PLS terdiri dari 2 (dua) sub model yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model).
3.5.1 Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model yakni tahap pertama dalam melakukan evaluasi model, yaitu untuk mengukur validitas konstruk. Langkah-langkah yang dijalankan dalam PLS-SEM dalam outer model dikenal dengan pengujian validitas konstruk yang melibatkan uji


validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk menilai keabsahan setiap indikator terhadap konstruknya, dengan nilai ideal loading factor > 0,7 walaupun dalam penelitian empiris, nilai loading factor > 0,5 masih dianggap dapat diterima.
Sedangkan uji validitas diskriminan adalah untuk melihat hasil pengukuran suatu konstruk saling berkorelasi dengan tingkat tinggi, rendah, ataupun tidak memiliki korelasi dengan konstruk lain. Penilaian uji validitas diskriminan dilakukan dengan memperhatikan cross loading dari setiap indikator. Apabila terdapat konstruk tertentu yang menunjukkan nilai cross loading yang lebih tinggi daripada konstruk lainnya, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut memiliki validitas diskriminan yang tinggi (Ghozali & Latan, 2015). Selain menguji validitas, pengukuran model juga diterapkan untuk mengevaluasi keandalan suatu konstruk. Pengujian reliabilitas dilaksanakan untuk menunjukkan konsistensi, ketetapan instrumen, dan keakuratan dalam mengukur konstruk tersebut. Penetapan pengujian validitas konstruk dalam outer model sebagai berikut:
Tabel 3.3 Ringkasan Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran

	Uji Validitas
	Parameter
	Rule of Thumb

	Validitas Konvergen
	Loading Factor
	· > 0,7 untuk	Confirmatory Research
· >	0,6	untuk	Exploratory Research

	
	Avarage Variance Extracted (AVE)
	· > 0,5 untuk Confirmatory Research maupun Exploratory Research


Sumber: Ghozali & Latan (2015)


Tabel 3.3 Sambungan

	
	Communality
	· > 0,5 untuk Confirmatory Research maupun Exploratory Research

	Validitas Diskriminan
	Cross Loading
	· > 0,7 untuk setiap variabel

	Reabilitas
	Cronbach’s Alpha
	· 0,7	untuk	Confirmatory Research
· >	0,6	untuk	Exploratory Research

	
	Composite Reliability
	· > 0,7 untuk Confirmatory Research
· > 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk Exploratory Research


Sumber: Ghozali & Latan (2015)

3.5.2 Model Struktural (Inner Model)

Inner model merupakan tahap kedua dalam evaluasi model yang memiliki beberapa komponen kriteria dalam penilaian inner model, yaitu nilai R-Square, nilai f-square (effect size), dan signifikansi. Penilaian Goodness of Fit dalam model struktural sering menggunakan uji R-Square (R2). R-Square digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel laten eksogen memengaruhi variabel laten endogen, menilai apakah terdapat pengaruh substansial. Koefisien determinasi, atau R-square, memberikan gambaran tentang sejauh mana variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel eksogen, dengan rentang nilai antara 0 dan 1. Nilai r-square sebesar 0,67 adalah nilai koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 menunjukkan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 menunjukkan nilai koefisien determinasi yang lemah (Ghozali & Latan, 2015). Nilai f-square pada penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel endogen terhadap variabel eksogen.


Kriteria penilaian f-square menurut Ghozali & Latan (2015): nilai f-square sebesar

0.02 (lemah), 0.15 (menengah) dan 0.35 (tinggi). Sedangkan uji signifikansi merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, signifikansi dari korelasi antara variabel laten. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan statistik t yang didapat setelah path coefficient diperkirakan. Nilai path coefficient dapat dihasilkan dari algoritma PLS-SEM yang distandarisasi dengan rentang nilai -1 sampai dengan+1. Dengan kriteria penilaian untuk nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat sedangkan yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat (Ghozali & Latan, 2015).
3.5.3 [bookmark: _TOC_250002]Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (tarif pajak dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel dependen (penggelapan pajak) dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dengan melihat nilai signifikansi dan arah koefisien. Hipotesis dikatakan diterima jika nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien berarah positif. Sebaliknya, hipotesis dikatakan ditolak apabila nilai signifikansi > 0,05 atau koefisien berarah negatif.
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Kepada
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i Responden Wajib Pajak Di Kutai Kartanegara
Dengan hormat

Melalui kesempatan ini, perkenalkan saya Rika Mawarni, mahasiswi Program Studi S1- Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan E- SPTPD dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara)”. Saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. Perlu diketahui bahwa kuesioner ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik dan tidak untuk dipublikasikan secara umum. Adapun kriteria responden yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini, yaitu :
1. Wajib pajak Restoran orang pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara
2. Pernah menggunakan E-SPTPD

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner penelitian ini.
Hormat Saya



Rika Mawarni


A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden	:
2. Kepemilikan NPWP	: a. Ya	b. Tidak
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara	: a. Ya	b. Tidak
4. Pernah menggunakan E-SPTPD	: a. Ya	b. Tidak

B. PETUNJUK PERTANYAAN
Berilah penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) atau checklist (√) pada jawaban yang dianggap paling sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i
Adapun jawaban yang anda pilih sesuai dengan ketentuan dibawah ini:

SS	= Sangat Setuju
S	= Setuju
N	= Netral
TS	= Tidak Setuju
STS	= Sangat Tidak Setuju

VARIABEL INDEPENDEN (X1)
Penggunaan E-SPTPD terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	NO
	PERNYATAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya memiliki pengetahuan yang cukup tentang
penggunaan E-SPTPD
	
	
	
	
	

	2
	Saya melaporkan pajak menggunakan E-SPTPD
karena sistemnya mudah digunakan
	
	
	
	
	

	3
	Sistem E-SPTPD memudahkan saya dalam
melakukan pengisian SPTPD
	
	
	
	
	

	4
	Sistem E-SPTPD sangat efektif bagi saya dalam
memanfaatkan layanan pelaporan pajak
	
	
	
	
	

	5
	Adanya penerapan E-SPTPD, sangat efisien dari sisi,
biaya, serta tenaga dalam pelaporkan SPTPD
	
	
	
	
	




VARIABEL INDEPENDEN (X2)
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	NO
	PERNYATAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Petugas pajak memberikan informasi yang akurat
mengenai kewajiban pajak
	
	
	
	
	

	2
	Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik sehingga proses pelaporan pajak berjalan dengan
lancar
	
	
	
	
	

	3
	Petugas pajak memberikan penjelasan yang jelas
tentang prosedur pengisian formulir pajak
	
	
	
	
	

	4
	Petugas pajak merespon keluhan atau pertanyaan saya
dengan cepat
	
	
	
	
	

	5
	Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik
sehingga proses pembayaran berjalan dengan lancar
	
	
	
	
	




VARIABEL DEPENDEN (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	NO
	PERNYATAAN
	SS
	S
	N
	TS
	STS

	1
	Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di
Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan
	
	
	
	
	

	2
	Saya selalu melaporkan pajak saya tepat waktu
	
	
	
	
	

	3
	Saya menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
sesuai peraturan
	
	
	
	
	

	4
	Saya membayar pajak tepat waktu dan sesuai
ketentuan yang berlaku
	
	
	
	
	

	5
	Saya melunasi tunggakan pajak jika ada, sesuai
ketentuan
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